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APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah (Pasal 179 UU NO 32 Tahun 2004).
Sebab itu, mekanisme penyusunan dan pengesahannya harus
melibatkan eksekutif dan legislatif.

Bahkan, pengambilan keputusan Perda (Peraturan Daerah) tentang
APBD oleh DPRD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran
dilaksanakan (Pasal 181). Dan, posisi APBD di Lampung sebagian
melampaui ketentuan undang-undang.

Pada masa mendatang kita berharap pemerintah daerah, provinsi
maupun kabupaten-kota benar-benar menempatkan APBD sebagai
prioritas, sehingga dapat memenuhi ketentuan undang-undang,
dalam hal waktu maupun substansi materinya.

Pentingnya APBD tidak hanya menyangkut kepentingan eksekutif
dan legislatif tapi juga rakyat. Pertama, APBD memuat target
penerimaan. Target ini akan berimplikasi pada rakyat karena
sebagian harus ditanggung rakyat.

Kedua, APBD memuat rencana belanja. Rencana ini juga berimplikasi
pada rakyat karena sebagian merupakan hak mereka. Dalam konteks
ini seharusnya eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama untuk
rakyatnya.

Dengan demikian, jika ada konflik antara eksekutif dan legislatif,
seharusnya tidak merugikan rakyat, apalagi melibatkan rakyat.
Sebab itu, jika memang terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif
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sebagaimana terjadi antara Gubernur Lampung dan DPRD Lampung,
APBD harus tetap jalan.

Hal itu, diantisipasi ketentuan yang berlaku sehingga APBD 2006
harus tetap ada karena kedudukannya yang penting (Pasal 179/UU
32 2004). Namun, sifatnya darurat.

Berarti, APBD 2006 adalah APBD darurat. Sebab itu, kita tidak dapat
berharap maksimal. Namun, kita harus tetap berharap karena APBD
memang untuk rakyat. Justru karena hak dan kepentingan rakyat
itulah APBD harus tetap ada




